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ABSTRAK

Permasalahan dalamspenelitian ini adalah Jumlah RTS-PM "Raskin tidak sesuai dengan jumlah masyarakat
miskin di Kelurahan Sungai: Pinyuh, adanya Raskin yang juga dibagikan kepada masyarakat yang tidak
sesual dengans kriteria penerima manfaat Raskin, tidak tepatnya jumlah Raskiniyang diterima RTS-PM, yang
efektifnyad5K g/ bulan. "amun yang terjadi 5-6kg/ bulan dan belum berfungsinya UPM sesuai dengan tugas
dan kewajibannya.Penyelenggaraan kebijakan ini diharapkan sesuai dengan Inpres No.8 Tahun 2008;tentang
pendistribusian beras miskin (Raskin). PenelitianinidenganmenggunakanTeori dari Nugroho (2004: 179-182)
tentang keefektivan implementasi yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat = target dan tepat
lingkungan.M etode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian :menunjukan bahwa
kurangnya koordinasi didalam penetapan RTS-PM-Raskin antara BPS dan pihak Kelurahan maupun Rukun
Tetanggasehingga jumlah penerima manfaat Raskin.tidak sesuai dengan jumlah masyarakat miskin yang ada
di Kelurahan Sungai Pinyuh, Meminiimalisir terjadinya konflikdidalam lingkungan masyarakat sehingga
Raskin juga dibagikan kepada masyarakat yang tidak terdaftar sebagai RTS-PM Raskin dimana seharusnya
RTS-PM  Raskin mendapatkan  15kg/bulanmenjadi 5-6kg/bulan hal ini disinyalir rendahnya tingkat
kepatuhan pelaksana, Kurangnya sosiadisas dan | lemahnya unit pengaduan masyarakat mengakibatkan
permasalahan sewaktu pendistribusian Raskintidak adafkata penyelesaiannya.Saran yang dapat penulis
berikan ialah perlunya koordinasi didalam penetapan RTS-PM Raskin dengan melibatkan pihak Kelurahan
dan Rukun Tetangga setempat dan melakukan pendataan ulang survei kemasing-masing rumah masyarakat,
perlunya kepatuhan pelaksana yaitu Rukun Tetangga didalam pendistribusian Raskin yang harus sesuai
dengan ketentuan pemerintah, perlunya sosialisai dan difungsikannya unit pengaduan masyarakat sesuai
dengan tugas dan kewajibannya sehingga adanya kejelasan penyelesaian permasalahan yang dirasakan
masyarakat RTS-PM Raskin.

Kata-kata kunci: Implementasi K ebijakan, Pendistribusian Raskin.
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ABSTRACT

The problem in this research is the number of RTS-PM Raskin does not correspond to the number of poor
peoplein the village Sungai Pinyuh, the Raskin people are not distributed to the beneficiaries in accordance
with the criteria Raskin, does not exactly amount Raskin received RTS-PM, which effectively 15kg by the
month yet which occurs 5-6 kg by the month and yet the functioning of UPM in accordance with the duties
and obligations.Implementation of this policy is expected in accordance with inpres 8 of 2008 on the
distribution of rice for the poor (Raskin). This research usingthe theory of Nugroho (2004: 179-182) about
the effectiveness of implementation, namely the right policies, the right execution, the right target and the
right environment. The method used is qualitative method. The results showed that the lack of coordination
in setting the RTS-PM Raskin between BPS and the urban village and neighborhood so that the number of
beneficiaries Raskin does not correspond with the number of poor people in Sub Sungai Pinyuh. Minimizing
conflict within the community so that Raskin-was also distributed to people who are not registered as RTS
PM. RTS-PM Raskin supposed to get. 25 kg per month to 5-6kg by'the month, it is pointed out the low level
of compliance implementation, lack of socialization and the lack of ‘public complaints unit resulting in
problems when distributingsRaskin no word completion.Suggestions can be-authors give is the need for
coordination in establishing RTS-PM Raskin by involving villages and loca nefghborhoods and perform
data collection survey to each home community, the need*for compliance and implementation, ie in the
neighborhood should be appropriate distribution of Raskin with the dutiesiand its obligations so that the
perceived clarity of solving prablems of society RTS-PM Raskin.

Keywords: |mplementation of the policy, the distribution of Raskin.
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PENDAHULUAN

Raskin bertujuan untuk
mengurangi beban pengeluaran Rumah
Sasaran  (RTS) melalui
pemenuhan sebagian kebutuhan pangan

Tangga

pokok dalam bentuk beras. Dengan
adanya kebijakan Raskin diharapkan
pengeluaran masyarakat miskin= akan
berkurang karena beras-dapar di beli
dengan harga yang lebih ‘fmurah
dibandingan +harga beras yang ada
digpasar.; * Sehingga™ pengeluaran . yang
biasanya untuk membeli beras dapat
diaokasi kan-untuk memenuhi kebutuhan
hidup yang lain.Namun Kebijakan
pendistribusian beras miskin yang telah
ditetapkan oleh pemerintah  pada
kenyataannya sering tidak sesuai dengan
apa lyang diharapkan masyarakat. Ini
dilihat dari hasil observasi sementara di
Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan
Sungai Rinyuh Kabupaten Mempawah
menunjukkan bahwa Jumlah. RTS-PM
Raskin tidak sesua dengan . jumlah
masyarakat miskin di Kelurahan Sungal
Pinyuh dimana jumlah=-.masyarakat
miskin dikelurahan Sungai Pinyuh 910
KK sedangkan jumlah RTS-PM Raskin
hanya 353 KK. Adanya Raskin yang juga
dibagikan kepada masyarakat yang tidak
sesuai dengan Kriteria penerima manfaat
Raskin  seperti  seperti memiliki
kendaraan bermotor, memiliki perhiasan
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dan mempunyai rumah yang berdinding
semen dan berlantai porselen. Tidak
tepatnya jumlah Raskin yang diterima
RTS-PM, yang efektifnya 15Kg/bulan
namun yang terjadi 5-6kg/ bulan. Raskin
didistribusikan kepada masyarakat 3
bulan sekali. Belum berfungsinya UPM
sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
Maka.fokuspada penelitian ini tentang
Implementas  Hasil Kebijakan Bupati
Tentang Pendistribusian Beras Miskin
Tahun 2010 Di'Kelurahan Sungai Pinyuh
Kecamatan Sunga Pinyuh Kabupaten
Mempawah, dengan;“mengkaji aspek
tepat pelaksana, tepat target dan tepat
l[ingkungan.
Adapun tujuan dari penelitian ini
adalah Ingin
menganalisis

mengetahui dan

efektifitas hasil
implementasi  kebijakan Bupati tentang
pendistribusia beras miskin tahun 2010 di
Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan
Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah,
dikaji dari aspek-tepat pelaksana, tepat
target dan tepat.lingkungan.

Manfaat teoritis dari penelitian
dibarapkan—dapat menambah khasanah
ilmu pengetahuan khususnya pada
program ilmu administrasi negara studi
implementasi  kebijakan, serta dapat
dijadikan
selanjutnya yang inginmeneliti tentang

referenss bagi  penulis

permasal ahan yang samatentang
Efektivitas  Implementasi  kebijakan
3



PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara VVolume 4 Nomor 2 Edis Juni 2015

Pendistribusian Raskin. Manfaat praktis
berdasarkan penelitian ini diharapkan
dapat menjadi masukan dan
pertimbangan bagi implementor kegiatan
pendistribusian RaskinDi  Kelurahan
Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh
Kabupaten Mempawah agar daam
pelaksanaan pendistribusian selanjutnya
dapat  terlaksana  sesual dengan
Keputusan Bupati
Kabupaten Mempawah Nomor:511#/D.1

77/DPUKM.

TINJAUAN PUSTAKA

Suatu kebijakan publik yang telah
disahkan_tidak akan bermanfaat apabila
tidak diimplementasikan secara maksimal
dan benar. Hal ini disebabkan karena
implementasi kebijakan publik berusaha
untuk mewujudkan kebijakan _publik
yang masih bersifat .abstrak kedalam
readita nyata. Dengan kata lain, bahwa
pelaksanaan ‘kebijakan publik berusaha
menimbulkan hasil (outcome) yang dapat
dinikmati terutama oleh...kelompok
sasaran (target groups). Implementasi
kebijakan adalah tindakan-tindakan yang
dilakukan baik oleh individu-individu
atau peabat-pgabat  atau kelompok-
kelompok pemerintah atau swasta yang
diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan
yang telah digariskan dalam keputusan
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kebijaksanaan yang
dinyatakan oleh Van Meter dan Van
Horn(dalam Agustino 2012:139).

Suatu kebijakan yang
diimplementasikan haruslah berdampak

sebagaimana

atau mempunyai efek yang baik terhadap
masyarakat. Suatu kebijakan yang
dimplementass haruslah menampilkan
keefektivan dari kebijakan itu sendiri.
Menurut Nugroho (2004:179-182) bahwa
pada prinsipnya adasempat tepat yang
perlu dipenuhi- dalam hal.. keefektivan
implementasi kebijakan.
1. Tepat kebijakan
Ketepatan kebijakan«dinilai sgjauh
mana kebijakan yangs~"ada telah
bermuatan hal-hal  yangs® memang
memecahkan masalah yang hendak
dipecahkan. Selain itu apakah kebijakan
telah dirumuskan sesual dengan karakter
masalah dan apakah kebijakan ‘dibuat
oleh —lembaga yang mempunyai
kewenangan yang sesuai dengan karakter
kebijakannya:
2. “Tepat pelaksana
Aktor implementasi kebijakan tidak
hanya.pemerintah tetapi ada tigalembaga
yang dapat menjadi pelaksana yaitu
pemerintah,kerjasamaantara pemerintah-
masyarakat atau swasta.
3. Tepat target
Ketepatan target berkenaan dengan
apakah target yang dintervens sesuai
dengan yang direncanakan dan tidak
4
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adanya tumpang tindih dengan intervensi
lain. Yang kedua apakah traget dalam
kondis siap untuk disintervensi ataukah
tidak dan apakah target dalam kondisi
mendukung atau menolak. dan yang
ketiga apakah intervensi implementasi
kebijakan
memperbaharui implementasi  kebijakan

bersifat baru atau

sebelumnya.
4. Tepat lingkungan

Lingkungan kebijakan yaitu interaksi
diantara lembaga perumus kebijakan dan
pelaksana  kebijakan dengan lembaga
yang terkait. dan lingkungan yang kedua
yaitu terdiri dari public opinion (persepsi
publik) akanskebijakan dan implementasi
kebijakan, selain itu berkenaan dengan
interpretasi dari lembaga-lembaga
strategis dalam masyarakat  seperti
kelompok penekan, kelompok
kepentingan dan individuals yakni
individu-individu tertentu yang -mampu
memainkan peran - penting daam
kebijakan dan

implementasi kebijakan.

menginterpensikan

Merujuk pada‘pendapat Ripley (dalam
Purwanto Dan Sulistyastuti~2012:69-70)
bahwa untuk memahami keberhasilan
implementas dapat dilihat dari (1)
Kepatuhan para pelaksana daam
melaksanakan kebijakan yang tertuang
dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk
undang-undang, peraturan pemerintah
atau program) dan vyang (2
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Merealisasikan atau terwujudnya tujuan-
tujuan kebijakan yang wujud nyatanya
berupa munculnya dampak kebijakan.

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn
(dalam Agustino 2012:142-144)
mengemukakan bahwa ada 6 (enam)
faktor yang mempengaruhi kinerja
kebijakan publik yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

2. Sumberdaya

3. Karakteristik agen-pelaksana

4. Sikap/kecenderungan " (disposition)
para pelaksana

5. Komunikasi  antarorganisasi . dan
aktivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomiy“sosial dan

politik.

Pendapat lain dikemukakan ©leh
Grindle dalam Tachjan (2008:33-34),
bahwa suatu implementasi kehijakan
Publik-harus menggambarkan content of
policy dan contex of policy. Hal-hal yang
terdirri - content—of policy ( is dari
kebijakan) harus mengambarkan:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh
program
Jenis manfaat yang akan dihasilkan
perubahan yang diinginkan
Status pembuat keputusan
Siapa pelaksana program

o a ~ WD

Sumber daya yang digunakan
Pada dasarnya kebijakan tersebut akan

diselenggarakan dilapangan oleh aktor
5
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secara maksima dan benar sehingga

akan memberi hasil untuk memenunhi
kebutuhan dan tuntutan publik untuk
mencapapal  suatu tujuan dan sasaran
tertentu.  Berdasarkan beberapa teori
yang dikemukakan oleh para ahli diatas,
maka peneliti mengunakan teori Nugroho
dalam menyelesaikan masalah
pendistribusian beras miskin .«(Raskin)
Tahun 2010 di Kelurahan”Sungai Pinyuh
Kecamatan Sungai® Pinyuh [Kabupaten
Mempawah. Dikarenakan peneliti sendiri
ingin Ingin mengetahui dan menganalisis
efektifitas  hasil

kebijakan tersebut.
kerangka “spikir

implementasi  dari
Berikut  adalah
penelitian  dalam

penelitianini :

1. Jumlah RTS-PM Raskin  tidak
sesuai dengan jumlah masyarakat miskin.
2. Raskin dibagikan tidak tepat sasaran.
3. Jumlah Raskin yang diterima RTS-PM 5-
6 kg/bulan
4. Raskin didistribusikan 3 bulan sekali
5. Belum berfungsinya UPM

v

K ebijakan Bupati Kabupaten Pontianak
Nomor 511.1/D.177/DPKUKM tahun 2010
tentang pendistribusian beras miskin

v

Teori keefektivanimplementasi kebijakan
menurut Nugroho(2004:179-182)
1. Tepat pelaksana
2. Tepat target
3. Tepat lingkungan

'

Bagai mana efektivitas implementasi
kebijakan Bupati tentang pendistribusian
beras miskin tahun2010Di Kelurahan Sungai
Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh
KabupatenM empawah

Hara Nianti, NIM. E01110089
Program Studi llmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

http://jurmafis.untan.ac.id

METODE PENELITIAN

Dalam penelitisn ini  jenis
penelitian yang digunakan adalah
penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Penulis memilih jenis penelitan
ini karenapenulis ingin  menggambarkan
didalam
pendistribusian Raskin berdasarkan data
dan fakta Tempat
dilaksanakan di Kelurahan Sungai Pinyuh
Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten

suatu ggada sosia

penelitian

Mempawah. Penelitian dilakukan penulis
dari bulan Agustus 2014 sampai dengan
November 2014. Sedangkan waktu untuk
penyusunan laporan dans konsultasi
dilakukan dari bulan Desember2014
sampai dengan bulan Maret 2015.
Adapun yang menjadi subjek penelitian
ini yang diambil secara purposive adalah
sebagal berikut: Lurah Sungai Pinyuh
Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten
Mempawah sebagali penanggung jawab,
Tim Raskin Kecamatan Sungal Pinyuh (1
orang), Tim ‘Raskin Kelurahan Sungai
Pinyuh (1 orang), Ketua RT 05 RW 05,
RT 10 RW-06 dan RT 11 RW 06
Kelurahan Sungai Pinyuh (3 orang),
RTSPM  (rumah tangga
penerima manfaat) Kelurahan Sungai
Pinyuh (6 orang) yaitu RT 05 RW 05
(2orang), dan RT 10 RW 06 (2orang),
dan RT 11 RW 06 (2orang).

Sasaran



PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara VVolume 4 Nomor 2 Edis Juni 2015

Dalam pendlitian ini penulis
menggunakan teknik pengumpulan data
yaitu.  observas, wawancara dan
dokumentasi. Sedangkan teknik analisis
data dalam penelitian ini, penulis
menggunakan tehnik analisa kualitatif.
Andisis kuditatif adaah andisa yang
dilakukan setelah data —data terkumpul,
Untuk selanjutnya data tersebut™diolah
dan pengolahan data banyak
mengguankan ungkapan kalimat Sebagal
interprestasi .~ dari
diolahtersebut. Aktivitas dalam analisis
data; yaitu reduksi, display dan verifikasi.

datardata  yang

Adapun untuk menguji validitas data
penulis menggunakan teori uji validitas
dadam Sugiyono (2011:330) vyaitu
Triangulasi. teknik pengumpulan data,
Dimana pengujian dilakukan dengan cara
mengecek data yang didapat kepada
sumber yang sama dengan teknik yang
berbeda, Misalnya data yang diperoleh
dari observasi, kemudian dicek lagi
dengan wawancara dan studi

dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tepat Pelaksana
Keberhasilan
kebijakan dapat dilihat dengan sgauh

implementasi

mana  para  implementor dapat
melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai
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dengan  petunjuk  dan  ketentuan
pel aksanaan yang
dibuat oleh para pembuat kebijakan. Kete
rlibatanpara implementor dalam
mengimplementasikan kebijakan Raskin
diperlukan hubungan kerjasama yang
terkoordinas antara para pelaksana
dalam mengimplementasikan kebijakan
tersebut:. Salah satu hal yang perlu di
perhatikan dan menjadi ha yang penting
dilaksanakan secara“benar agar tujuan
dari kebijakan'Raskin dalam memenuhi
kebutuhan  pokok § (beras)® untuk
masyarakat miskin dapat terlaksana,
yaitu dalam
PM Raskin. Berdasarkan hasil
wawancara membuktikan, Tidak
dilibatkannya Kelurahan dan Rukun

Tetangga dalam penetapan RTSPM

penetapan RTS

Raskin. Hal ini menunjukan kurangnya
koordinasi antara pelaksana. Koordinasi
dilakukan agar adanya kerjasama antara
badan atau pihak-pihak yang terkait
dengan cara-saling membantu dan saling
melengkapi ‘dalam mencapai tujuan dari
kebijakan  Raskin.
dimaknai=sebagal pihak yang mengetahui

Sehingga dapat

kondisi sosia dan ekonomi masyarakat
diwilayahnya, keterlibatan pihak
Kelurahan dan Rukun Tetangga dalam
penetapan RTS-PM menjadi informan
kunci bagi anggota BPS daam
menetagpkan RTS-PM  RaskinTidak

adanya koordinasi antara pihak BPS dan
7
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Kelurahan Serta Rukun Tetangga dalam
penetapan RTS-PM Raskin yang baru
mengakibatkan tidak akuratnya data
jumlah kepala keluarga (KK) miskin
yang didata oleh BPS. Sehingga beras
yang dikirim oleh Bulog berdasarkan
data yang ditetapkan BPS tersebut tidak
sesua  dengan kondiss dan jumlah
masyarakat miskin  yang .ada di
Kelurahan Sunga Pinyoh. Koordinas
yang bak antara”BPS dengan =pihak
Kelurahan dan Rukun Tetangga setempat
akan berdampak »ha yang baik pula
terhadap pencapaian yang dinginkan oleh
kebijakan
tersebut.

Berdasarkan wawancara diatas dapat

pemerintah dalam
pendistribusian Raskin
dismpulkan  pentingnya  koordinasi
anatara pelaksana didalam implementasi
kebijakan. Hal ini sgalan dengan
penadapat Van Metter dan Van Horn
dalam (Agustino, 2012: 144) koerdinasi
merupakan mekanisme yang ampuh
dalam implementas kebijakan- publik.
semakin baik., koordinasi® komunikas
diantara pihak-pihak yang terlibat dalam
suatu  proses
asumsinya kesalahan-kesalahan akan
sangat kecil untuk terjadi, dan begitu
sebaliknya.

2. Tepat target

implemntasiy—gimaka

Harapan pemerintah terhadap
kebijakan Raskin yaitu untuk menekan
peningkatan jumlah penduduk miskin
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yang ada di indonesia. Kebijkan tersebut
akan berhasil jika adanya pengurangan
terhadap jumlah masyarakat miskin yang
ada. Karena tingkatkemiskinan akan
semakin tinggi jika ketepatan sasaran
dalam implementasi kebijakan tersebut
rendah. Berdasarkan hasil wawancara
adanya tekanan berupa ancaman yang
diberikan. oleh masyarakat terhadap
Rukun Tetangga jika tuntutan untuk
mendapatkan Raskinw tidak terealisas.
Dimana hal tersebut dirasakan sangat
membebani pihak Rukun Tetangga sendiri
karena mereka tinggal dalam ‘suatu
wilayah yang samas dan juga
merekaberinteraksi secara angsung.
Sehingga untuk menghindari kondisi
yang tidak harmonis antara masyarakat
dengan Rukun Tetangga dan antara
warga, sehingga Raskin juga dibagikan
kepada masyarakat yang tidak terdaftar
sebagai- RTS-PM Raskin dan tidak sesuai
dengan kriteria - masyarakat ,‘penerima
Raskin. .Sehingga: Kriteria , kemiskinan
yang.ditetapkan oleh BPS belum menjadi
acuan para
mendistribusikan Raskin. Walaupun pada
dasarnya kebijakan tersebut dinilai telah
melanggar
pendistribusian kebijakan Raskin karena

pelaksana dalam

mekanisme dalam

terjadi pengurangan hak-hak masyarakat
miskin. Pada dasarnya tingkat kepatuhan

implementor  dalam  melaksanakan
kebijakan sangat menentukan
8
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keberhasilan implementasi
kebijakan.Pada dasarnya tingkat
kepatuhan implementor dalam
melaksanakan kebijakan sangat

menentukan keberhasilan implementasi
kebijakan.

Dapat dilihat rendahnya tingkat
kepatuhan didalam
pendistribuisan kebijakan Raskin dimana

pelaksana

adanya masyarakat® yang tergolong
mampu mendapatkan Raskin ‘walaupun
jumlah yang didapat tidak sama seperti
masyarekat miskine Ha ini sgalan
dengan pendapat Ripley (dalam Purwanto
dan Sulistyastuti 2012:69) ‘bahwa
kebijakan
dapat dipahami pada kepatuhan para
pel aksana dalam melaksanakan kebijakan
yang. tertuang dalam dokumen kebijakan

keberhasilan.  implementasi

(dalam bentuk undang-undang, peraturan
pemerintah, atau program).

3. Tepat lingkungan

Masyarakat diharapkan dapat
berperan aktifsterhadap kebijakan yang
dijalankan oleh™ pemerintah. Hal ini
dikarenaka kebijakan yang dilaksanakan
oleh pemerintah adalah wujud dari
kepeduliannya terhadap masalah yang
dihadapi oleh publik. Sehinggga rakyat
disini diharapkan dapat seiring sgaan
dengan pemerintah yang dimana
diharapkan mampu menjadi partner

sehingga dapat menila  kinerja dari
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implementasi suatu kebijakan. Kebijakan
pada dasarnya merupakan keputusan
yang sifatnya  mendasar untuk
dipergunakan sebagai landasan bertindak
dalam usaha mencapal tujuan bersama
yang telah ditetapkan. Berbaga jenis
kebijakan yang dibuat untuk mengatasi
masalah publik masyarakat menunjukan
besarnya_perhatian pemerintah terhadap
hal tersebut. Kebijakan yang dibuat
sedemikian rupa bagusnya oleh para
pembuat  kebijakan, belum  dapat
dipastikan apakah kebijakan *tersebut
dapat mengatasi masalah yang dirasakan
olen masyarakat dan akan tercapainya
tujuan kebijakan tersebut.=Jika didalam
pengimplementasiannya belum berjalan
secara optimal. Berdasarkan hasil
wawancara didapat bahwa lemahnyaunit
pengaduan masyarakat yang seharusnya
diposiskan sebagai  badan I yang
memonitoring atau mengevaluasi
pelaksanaan pendistribusian
mengakibatkan —penangganan terhadap
masalah - yang dihadapai masyarakat
sewaktu pendistibusian kebijakan Raskin
tidak.~ada—kegelasan penyelesaiannya.

Minimnya pengetahuan  masyarakat
terhadap UPM  (unit  pengaduan
masyarakat) hal ini  dikarenakan

kurangnya sosialisai dari pemerintah atau
pegabat yang berwenang terhadap hal
tersebut. Sosialisass mengenai  Unit
kepada

9
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masyarakat atau RTS-PM Raskin sangat
diperlukan hal ini dikarenakan merekalah
yang memahami kondisi atau segaa
bentuk masalah didalam pendistribusian
Raskin.Pada dasarnya sangat penting
membentuk unit pengaduan masyarakat
(UPM) yang merupakan badan yang
bertanggungjawab  menanggani  atau
mengelola pengaduan terhadap
masyarakat sewaktu pelakasanaan atau
penyimpangan penditribusian; Raskin.
Monitoring jatau pemantauan dalam
implementasi  kebijakan Raskin sangat
diperlukan karena dapat membandingkan
apakah  pengimplementasian  Raskin
sesual dengan rencana atau harapan’ yang
diinginkan oleh pemerintah atau tidak:

PENUTUP

1. Simpulan

1) Tepat pelaksana kebijakan
pendistribusian Raskin, masih
Kurangnya koordinas antara

pelaksana di ‘dalam penetapan jumlah
RTS-PM Raskin antara-.pihak BPS
dengan Kelurahan dan Rukun
tetangga. Sehingga jumlah beras yang
diterima Kelurahan tidak sesuai
dengan jumlah masyarakat miskin di
Kelurahan Sungai Pinyuh.
2) Tepat Target kebijakan

pendistribusian Raskin,

Hara Nianti, NIM. E01110089
Program Studi llmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

http://jurmafis.untan.ac.id

penditribusian Raskin belum tepat
sasaran dikarenakan rendahnya tingkat
kepatuhan pel aksana. Masih
ditemukannya  Raskin  diberikan
kepada masyarakat yang dapat
dikatakan mampu, hal ini terjadi untuk
menimalisir  konflik yang ada
dilingkungan masyarakat sehingga
Raskin yang seharusnya diterima
RTS-PM 15kg/bulan menjadi  5-
6kg/bulan.
3) Tepat
Pendistribusian

Lingkungan Kebijakan
Raskin, Raskin
memberikan manfaat yang hesar
terhadap masyarakat miskin. Tetapi

didalam

belum berjalan sesual harapan. Hal Ini

pengimplementasiannya

dikarenan kurangnya sosialisasi dari
unit pengaduan masyarakat kepada
masyarakat maupun Rukun Tetangga
dan Kelurahan.
mengakibatkan penangganan terhadap

Sehingga

masalah yang dihadapai masyarakat
sewaktu ~ pendistibusian. kebijakan
Raskin tidak ada

kejelasan penyelesaiannya.

2. Saran

1) Perlunya pendataan ulang dengan
melakukan survel kemasing-masing
rumah daam penetapan RTS-PM
Raskin dan adanya koordinasi dari
Badan Pusat Statistik  dengan

melibatkan pihak Kelurahan atau RT
10
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setempat agar jumlah RTS-PM Raskin
sesua  dengan jumlah masyarakat
miskin di Kelurahan Sungai Pinyuh.

2) Perlunya kepatuhan pelaksana dalam
mendistribusikan Raskin yang
berpedoman pada kriteria masyarakat
miskin yang ditetapkan oleh Badan
Pusat  Statistik, agar  Raskin
didistribusikan kepada masyarakat
yang memang memang membutuhkan
atau miskin.

3) Perlu difungsikannya Unit Pengaduan
Masyarakat sesual dengan tugas dan
kewgjibanya daam memonitoring
proses pendistribusian Raskin dan
perlunyassosidlisas oleh pelaksana
UPM terhadap
penyampai an masal ah
pendistribusian Raskin

mekanisme
didalam
kepada
masyarakat, Rukun Tetangga atau
pihak Kelurahan.
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